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Persoalan dugaan penyimpangan konstitusional dalam pencalonan Gibran 

Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024 melalui Putusan MK 

Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017. 

Terdapat kenyataan adanya konflik kepentingan dan dugaan rekayasa hukum 

karena hubungan keluarga antara Ketua MK dan Gibran. Menurut Pasal 7A, 7B, 

dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pemakzulan hanya dapat dilakukan 

jika terbukti melanggar hukum secara serius dan diuji melalui Mahkamah 

Konstitusi. Kasus viral “Fufufafa” memperkuat urgensi kajian ini karena 

menimbulkan keraguan publik terhadap etika dan integritas wakil presiden 

terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemakzulan 

terhadap Wakil Presiden dalam perspektif konstitusionalisme serta mengkaji 

implikasinya terhadap integritas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 

normatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan 

sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur pemakzulan terhadap 

Wakil Presiden di Indonesia dalam perspektif konstitusionalisme merupakan 

proses hukum dan politik yang dilakukan secara ketat dan berlapis berdasarkan 

UUD 1945, dimulai dari usulan DPR yang didukung minimal dua pertiga anggota, 

dilanjutkan dengan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, dan 

diakhiri oleh keputusan MPR melalui sidang dengan dukungan suara mayoritas 

khusus. Mekanisme ini mencerminkan prinsip konstitusionalisme dan cheeks and 

balance dengan menjamin akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan prosedural, 

dan mencegah pemakzulan menjadi alat politik kekuasaan. Implikasi dari proses 

pemakzulan terhadap Wakil Presiden terhadap integritas sistem pemerintahan 

presidensial Indonesia adalah terjadinya ujian serius terhadap stabilitas politik, 

akuntabilitas konstitusional, dan legitimasi kekuasaan eksekutif. Jika dijalankan 

secara adil dan berdasarkan hukum, pemakzulan dapat memperkuat prinsip checks 

and balances serta meneguhkan supremasi konstitusi. Namun, apabila 

disalahgunakan sebagai alat politik, proses ini justru berpotensi melemahkan 

pelembagaan sistem presidensial, menciptakan ketegangan antarlembaga negara, 

serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. 

DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat koordinasi dan 

konsistensi dalam menjalankan mekanisme pemakzulan Wakil Presiden agar tetap 

sejalan dengan prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, dan checks and 

balances. 
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The issue concerns alleged constitutional deviations in the nomination of 

Gibran Rakabuming Raka as vice president in the 2024 election through 

Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which amended Article 169 

letter q of Law No. 7 of 2017. This raised suspicions of a conflict of interest and 

legal manipulation due to the family relationship between the Chief Justice of the 

Constitutional Court and Gibran. According to Articles 7A, 7B, and Article 24C 

paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, impeachment 

can only be carried out if there is proven serious legal wrongdoing, which must 

be reviewed by the Constitutional Court. The viral “Fufufafa” case further 

underscores the urgency of this study, as it has fueled public doubt about the 

ethics and integrity of the elected vice president. This research aims to analyze the 

impeachment procedures for the Vice President. 

The study uses a qualitative method with a normative juridical approach 

and descriptive nature. Data were collected through literature study, using 

secondary sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, 

which were analyzed descriptively and qualitatively. 

The results of this study indicate that the impeachment procedure against 

the Vice President in Indonesia, from the perspective of constitutionalism, is a 

strict and multi-layered legal and political process based on the 1945 

Constitution. It begins with a proposal from the House of Representatives (DPR) 

supported by at least two-thirds of its members, followed by an examination by the 

Constitutional Court (MK) whose decision is final, and concludes with a decision 

by the People’s Consultative Assembly (MPR) through a session supported by a 

special majority vote. This mechanism reflects the principles of constitutionalism 

and checks and balances by ensuring accountability, the supremacy of law, 

procedural justice, and preventing impeachment from becoming a political 

instrument of power. The implications of the impeachment process for the Vice 

President on the integrity of Indonesia’s presidential system include a serious test 

of political stability, constitutional accountability, and the legitimacy of executive 

authority. When conducted fairly and in accordance with the law, impeachment 

can strengthen the principle of checks and balances and reaffirm the supremacy 

of the Constitution. However, if misused as a political tool, the process may 

weaken the institutionalization of the presidential system, create tension among 

state institutions, and reduce public trust in the government.  

The DPR, MPR, and Constitutional Court need to strengthen coordination 

and consistency in implementing the impeachment mechanism of the Vice 

President to ensure alignment with the principles of constitutionalism, the rule of 

law, and checks and balances. 
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